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ABSTRACT

Nama : Darwin

Nomor Mahasiswa : 061801065

Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Pembimbing II : Drs. Agus Suriyadi, M.Si

Judul :IMPLEMENTATION OF LAW NO. 5 1992 ABOUT

CULTURAL PLEDGE IN MEDAN.

Cultural pledge object represent properties of nation culture owning important
meaning for the understanding of and development of history, culture and science so
that require to protect and preserve for the shake of looking after of spirit do
conservancy of cultural pledge object in field town have carned to be done pursuant
to UU No. 5 1992, do collision of rule No. 5 1992 have been done expressly.

In this research is used by descriptive method that is depicting occurrence
exist in a period to now to occurrence at a period to come. Tecnique data collecting
through interview, observation and bibbliography study, while data analysis done by
classifying data into certain class is later, then disjointed according to its category to
get conclusion.

According to research that, there are 41 Relict and cultural pledge which
protected in Kota Medan and 40 type is proposing to be protected. Since publishing
of Law No. 5§ 1992, collision by society to fals of cultural pledge object in
unprecedented Medan urban. Even so there is restoration or repair to cultural pledge
objects which done during the time have got permit of government of field town so
that applying of sanction is matching with the one which commended at section 26
No. Law 5 1992 have never been done. To the continuation of cultural pledge object
and maintain its existence a period to come, local government do restoration and
repair need like Palace Sultan Maimoon, Great Mosque of Al Mausoom Field, With
the repair and treatment expected will be able to save it of damage effect provocated
age which progressively continue.

Key word:
1. Impelemtation.
2. Culture pledge object.
3. Tourism and culture department.
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ABSTRAK

Nama : Darwin

Nomor Mahasiswa : 061801065

Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Pembimbing II : Drs. Agus Suriyadi, M.Si

Judul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA
MEDAN.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti
penting untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi terpeliharanya jati diri
bangsa dan kepentingan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari,
apakah pemeliharaan benda cagar budaya di Kota Medan sudah dapat dilakukan
sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1992, apakah pelanggaran atas ketentuan
UU Nomor $ tahun 1992 sudah dilakukan secara tegas.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan
kejadian yang ada pada masa sekarang kepada kejadian pada masa yang akan datang.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi
kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke
dalam kelas-kelas tertentu kemudian dipisah menurut kategorinya untuk memperoleh
kesimpulan.

Menurut penelitian bahwa, terdapat 41 Benda bersejarah dan cagar budaya
yang dilindungi di Kota Medan dan 40 jenis sedang diusulkan untuk dilindungi. Sejak
diterbitkannya Undang-Undang Nomor S tahun 1992, pelanggaran oleh masyarakat
terhadap penyalah gunaan benda cagar budaya di Kota Medan belum pernah terjadi.
Kalaupun ada perbaikan atau pemugaran terhadap benda-benda cagar budaya yang
dilakukan selama ini sudah mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan sehingga
penerapan sanksi sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1992 belum pernah dilakukan. Untuk pelestarian benda cagar budaya
dan mempertahankan keberadaannya dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah
melakukan perbaikan dan pemugaran seperlunya seperti Istana Maimoon, Mesjid
Raya Medan. Dengan perawatan dan perbaikan tersebut diharapkan akan dapat
menyematkannya dari kerusakan akibat termakan usia yang semakin lanjut.

Kata kunci:
1. Implementasi,
2. Benda cagar budaya
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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KATA PENGANTAR
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salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah
membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu
pengetahuan di bawah bimbingan ajaran agama Islam.
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bimbingan yang diberikan bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA selaku
Pembimbing 1 dan bapak Drs. Agus Suriyadi, M.Si selaku Pembimbing II akhirnya
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ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Ketua Program MAP - UMA,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Istri tercinta, ananda dan
rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan
penulisan tesis ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti
penting untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi terpeliharanya jati diri
bangsa dan kepentingan nasional. Kita sering mendengar ungkapan bahwa bangsa
yang lupa akan sejarahnya adalah suatu bangsa yang tidak memiliki jati diri. Ini
berarti setiap kemajuan yang diraih harus tetap bercermin atau melihat kepada masa
lalu sehingga dapat dijadikan sebagai tonggak pencapaian kemajuan yang lebih baik
pada masa yang akan datang.

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki banyak peninggalan sejarah,
hal ini berhubungan dengan banyaknya adat-istiadat dan kebudayaan yang pernah
hadir di kepulauan nusantara, yang mana antara daerah yang satu dengan daerah yang
lainnya memiliki perbedaan suku, adat-istiadat, kebudayaan dan bahkan antar
penganut agama. Namun demikian, walaupun terdapat perbedaan dapat dituangkan ke
dalam suatu konsep yang lazim disebut dengan Bhinneka Tunggal Tka yang memiliki
arti, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya yang ada di kepulauan
nusantara tentu diperlukan langkah-langkah pengaturan yang sitematis sehingga tidak

terjadi kesewenang-wenangan dari orang-orang tertentu untuk membongkar atau
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menyembunyikan benda-benda tertentu yang tergolong sebagai benda cagar budaya.
Justru itu, untuk lebih terarahnya penanganan benda cagar budaya dilakukan melalui
pengaturan dengan menerbitkan sistem perundang-undangan yang mengatur
ketentuan yang berkenaan dengan hal tersebut. Proses pengaturan tersebut mencakup
cara penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan,
- pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasannya.

Benda-benda cagar budaya ini ada yang dapat dimanfaatkan oleh manusia
misalnya bangunan peninggalan sejarah berupa, rumah, bangunan mesjid, istana,
benteng pertahanan dan lain-lain akan tetapi tidak boleh dibongkar atau dirubah
bentuknya. Tempat-tempat tersebut banyak yang dimanfaatkan sebagai objek wisata
spritual sehingga menjadi sumber pemasukan devisa bagi negara. Justru itu benda
cagar budaya tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan akan tetapi juga untuk menambah devisa negara yang perlu dilestankan

keberadaannya.

Dalam hal-hal tertentu benda cagar budaya dapat dimiliki atau dikuasai oleh
setiap orang dengan tetap mempertahankan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak
beirtentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan legalitas untuk menguasai benda cagar bud:ya tersebut, maka
yang dapat dikuasai secara pribadi berupa:

1. Dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan.

2. Jumlah untuk setiap jenis cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh

negara.
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